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ABSTRAK

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Narkotika Kelas 11 A Bandar Lampung)

Oleh
NIKO CAHYA YULANDA

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari kian menunjukkan
kekhawatiran. Karena permintaan pasar gelap narkotika yang tinggi, kegiatan
mengedarkan narkotika kini tidak hanya dilakukan oleh para bandar dan pengedar
diluar sana, tetapi diduga dikendalikan juga oleh bandar narkotika yang saat ini
masih mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Permasalahan
dalam penelitian ini adalah : Mengapa peredaran narkotika dapat dilakukan oleh
pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana upaya BNNP Lampung
dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari
dalam Lembaga Pemasyarakatan? Apakah yang menjadi faktor penghambat
dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari
dalam Lembaga Pemasyarakatan?

Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan
data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika
data.

Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran narkotika dari
dalam Lapas dilakukan dengan metode penal dan non penal. Penyebab terjadinya
peredaran narkotika dari dalam Lapas antara lain dikarenakan lemahnya
pengawasan petugas (Sipir). Masuknya alat komunikasi, buruknya kualitas SDM
di dalam Lapas, dan kekuatan finansial para bandar narkotika yang besar.
Penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas menurut penulis dapat
ditempuh dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antara Lapas,
warga binaan, dan dengan aparat penegak hukum. Kedua yaitu dengan memutus
mata rantai peredaran narkotika. Ketiga ialah dengan melakukan inspeksi
mendadak. Faktor penghambat dominan menurut penulis ialah diantaranya faktor
penegak hukum, sarana dan prasarana. Disarankan agar Lapas dapat segera
mencari terobosan dan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif dalam usaha
penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas. Kemudian Perlunya
melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Lapas dan aparat penegak
hukum, seperti kepolisian dan BNN, dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap
narapidana.

Kata Kunci :Upaya Penanggulangan BNN, Narkotika, Lembaga
Pemasyarakatan.



ABSTRACT

THE EFFORTS OF NATIONAL ANTI-NARCOTICS AGENCY IN
LAMPUNG PROVINCE IN MITIGATING NARCOTICS DISTRIBUTION
CONTROLLED FROM THE DEPARTMENT OF CORRECTION
(A Case Study in Narcotics Department of Correction Class 11 A
in Bandar Lampung)

By
NIKO CAHYA YULANDA

The narcotics abuse in Indonesia is more worrying from day to day. Because high
demand of narcotics black market, narcotic distribution activity currently is not
only conducted by regular narcotics dealer but also conducted by convicted
criminals inside the Department of Correction. The problems of this research
were: why the narcotics distribution could be done from inside the Department of
Correction? How did the efforts of National Anti-narcotics Agency in Lampung to
mitigate the narcotics distribution controlled by the convicted criminals inside the
Department of Correction? What were the inhibiting factors in mitigating
narcotics distribution controlled by the convicted criminals inside the Department
of Correction?

This research used normative and empirical jurisdiction approaches by using
primary and secondary data. Data were processed with editing, evaluation,
classification, and data systematization.

The research results showed that the efforts in mitigating the narcotics distribution
controlled from Department of Correction was conducted by litigation and non-
litigation. The reason the narcotics distribution could be controlled from inside
Department of Correction was because monitoring weakness by the wardens,
available communication device in the Department of Correction, low human
resource quality in the Department of Correction, and financial strength from the
narcotics dealers. The researcher recommends that narcotics distribution
controlled from inside of Department of Correction can be mitigated firstly by
cooperation, coordination, and synergy between Department of Correction,
convicted criminals, and law enforcers; secondly, cutting of the narcotics
distribution chains; and third, by sudden inspection. The dominant inhibiting
factors were law enforcer, structure and infrastructure factors. Department of
Correction should find breakthroughs and new methods immediately, efficiently
and effectively, in mitigating the narcotics distribution controlled from inside of
Department of Correction. Coordination and cooperation between Department of
Correction, law enforcer, police, and National Anti-narcotics Agency in
monitoring and control to the convicted criminals are required.

Keywords  : mitigation efforts by National Anti-narcotics Agency,
narcotics, Department of Correction
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan
permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya.
Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik
dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro.
Akibatnya juga sangat luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga
menimbulkan bebas psikologis, sosial, dan ekonomis, bagi orang tua dan
keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat.*

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkotika menimbulkan biaya yang sangat
besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap
perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah uang besar
untuk membeli narkotika yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan
akan narkotika yang terus menerus dan semakin meningkat. Seandainya yang
bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan, maka pelaku dan
keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat beasar untuk biaya

perawatan dan pemulihannya.

! BNN, Komunikasi Penyukuhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2004.



Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang sangat lama, tidak ada
yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.? Perekonomian nasional dibebani
olen biaya pencegahan, penyalahgunaan, penegakan hukum, operasi
pemberantasan pengedaran gelap narkoba. Sementara masyarakat harus memikul
beban biaya sosial dampak penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika
dalam bentuk meningkatnya tindak kejahatan, pemutusan hubungan kerja, dan
menurunnya produktivitas nasional. Sementara di dunia ini masih banyak rakyat
yang menderita kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah,
dan pendidikan yang kurang merata, yang memerlukan dana untuk memperbaiki
taraf kehidupannya. Jumlah uang yang sangat besar dihamburkan percuma untuk
membeli dan menyalahgunakan narkotika. Narkotika dan psikotropika adalah dua
zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan

ilmu kesehatan.

Penggunakaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang
berwenang, sebab efek setelah mengkomsumsinya dapat menyebabkan ketagihan
bagi pelaku tersebut. *Tetapi, penggunaan zat ini sudah di luar batas. Angka orang
yang ketagihan narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Permintaan
terhadap barang haram di Black Market ( Pasar Gelap ) pun kian besar.Angka
kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan narkotika serta yang

terjadi setelah seseorang mengkomsumsinya juga kemudian ikut bertambah.

? Ibid.,hIm.2
¥ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika Cetakan
Kedua,Ghalia Indonesia,Jakarta,2005, him. 17.



Penggunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.
Salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap
dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan
dampak sosial dari masyarakat. Tidak heran bila pelaku penyalahgunaan narkotika

boleh jadi lekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat.”

Wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari 17 ribu pulau yang tersebar dari
Sabang sampai Merauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250
juta orang bagi pasar narkotika adalah pasar yang luar biasa menjanjikan. Ceruk
pasar yang luar biasa inilah yang menarik para mafia narkotika luar negeri
beramai-ramai menyerbu Indonesia dengan berbagai cara. Didukung oleh
Indonesia sebagai negara yang berkembang ke arah kemajuan, pertumbuhan
ekonomi yang baik menyebabkan tingkat hidup yang lebih baik, daya beli yang
meningkat, namun sekaligus memberikan peluang gaya hidup masyarakatnya

yang hedonis yang mampu membeli berapapun harga obat—obatan terlarang itu°.

Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit/lalu lintas perdagangan gelap
narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi
silang), telah berubah menjadi negara produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat
dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkotika (clandenstin lab) di
Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi,
liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah

menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkoba.

* Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Edisi Revisi Cetakan ke Empat. Djambatan.
Jakarta, 2009. him XVI.

® Syahrial Syarbani dan Rusdiyanta, Dasar-dasar Sosiologi Cetakan Pertama, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2009, him. 149.



Posisi Indonesia yang sudah berkembang sebagai negara produsen narkoba telah
menghadapkan Indonesia pada masalah yang sangat serius. Peredaran narkoba
yang semakin “menggila” di samping berakibat sangat buruk bagi kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara, pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan
keamanan dan Kketertiban nasional. Peredaraan gelap dan penyalahgunaan
narkotika sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala transnasional dan
internasional. Tidak salah jika kejahatan narkotika ini masuk dalam kejahatan

yang luar biasa (Extra Ordinary Crime ).

Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional dan
militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konsepsional, terorganisir
dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah,
didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan
yang berteknologi tinggi dan canggih. Karena solidnya organisasi ini, maka

kejahatan narkoba sangat sulit diungkap.

Mengingat begitu fatalnya pengaruh narkotika terhadap lingkungan dan
kehidupan manusia, maka pemerintah dalam hal ini instansi terkait yaitu Polri,
Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan
Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan jajarannya, perlu melakukan tindakan
dini dan berkesinambungan. Dalam upaya menyelamatkan bangsa ini, seluruh

potensi masyarakat yang ada perlu diikutsertakan dan dilibatkan.®

® 0.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba & Peradilannya di Indonesia, O.C Kaligis &
Associate, Jakarta, 2006. him 240.



Optimalisasi dan upaya pemberantasan narkotika pun sampai saat ini masih
gencar dilakukan, berbagai cara dilakukan seperti penangkapan bandar, pengedar,
bahkan pemakai setiap harinya pun semakin bertambah. hampir setiap hari di
media baik cetak maupun online memberitakan tentang tertangkapnya bandar
maupun pengedar narkotika. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa setiap
harinya juga terdapat para tahanan narkotika yang masuk ke dalam Lapas untuk
dilakukan pembinaan. Akan tetapi masuknya para tahanan narkotika ini tidak
serta merta menyelesaikan urusan memberantas narkotika menjadi selesai atau
tuntas, nyatanya para tahanan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) masih bisa mengembangkan dan mengendalikan usahanya mengedarkan
barang haram tersebut tidak hanya di lingkungan Lapas, tetapi sampai di luar
Lapas, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tentu hal ini menjadi permasalahan

bersama untuk diselesaikan.

Bandar besar narkotika Fredy Budiman, yang sudah dilaksanakan hukuman mati
beberapa waktu lalu, merupakan salah satu contoh bandar yang diduga masih
dapat mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas. Fredy merupakan
salah satu gembong narkotika terbesar yang pernah ada di Indonesia. la pertama
kali ditangkap pada Tahun 2011 silam. la mengimpor sekitar 1,4 juta pil ekstasi
yang berasal dari Tiongkok. Akibat hal ini ia dijatuhi hukuman mati oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan sebagai otak penyelundupan
barang terlarang itu. Pada Tahun 2013, saat ia masih berada di Lapas Khusus
Narkotika Cipinang, Freddy masih menjalankan bisnis narkotikanya dari dalam

sel, dan omzetnya mencapai miliaran rupiah.



Dikutip dari potral berita online : Selain Fredy, nama kedua yang disebut Arman
Depari selaku deputi penindakan BNN, adalah Chandra Halim atau Akiong. la
merupakan salah seorang bos besar bandar narkotika dan bisa berhubungan
langsung dengan pabrik narkotika Tiongkok. Akiong juga pernah terseret kasus
impor 1,4 juta butir pil ekstasi narkotika Fredi Budiman. Akiong merupakan
orang yang memesan 1,4 juta ekstasi dan mengimpornya langsung dari Cina
bersama Freddy Budiman. Dalam hal ini Chandra Halim juga merupakan
narapidana yang masih dapat berbisnis narkotika meski dia berada di dalam
penjara.” Tidak sedikit narapidana dengan kasus narkotika mengakibatkan Lapas
di Lampung over kapasitas. Narapidana dan tahanan narkotika ini menguasai
hingga 40 persen kapasitas Lapas dan rumah tahanan (Rutan) di Provinsi
Lampung. meluapnya jumlah tahanan dan narapidana narkotika di 16 Lapas dan

rutan di Lampung tersebut membuat tingkat hunian melebihi kapasitas.

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Ditjenpas) jumlah seluruh narapidana dan tahanan di Lampung
per Desember 2016 mencapai 7.380 Orang. Berdasarkan laman SDP Ditjenpas
Kanwil Lampung Jumlah Pidana Khusus dengan kasus narkotika per desember
2015 tercatat sebanyak 1.307 orang. kemudian per desember di tahun 2016
tercatat sebanyak 2.158 orang. Narapidana dan tahanan narkotika ini dibagi
menjadi dua status yakni Narkoba Bandar/Pengedar (NKB) dan Narkoba Pemakai
(NKP). Untuk status NKB, keseluruhan jumlah mencapai 1.311 orang, dan NKP

(Pemakai) sebanyak 847. Sedangkan untuk lebih spesifik penghuni Lapas dengan

" Portal Berita, [https://tirto.id/jejak-triliunan-rupiah-uang-bandar-narkoba-bCGV] diakses pada
tanggal 16-03-2017 Pukul 21.00 WIB.



https://tirto.id/jejak-triliunan-rupiah-uang-bandar-narkoba-bCGV

pidana khusus narkotika di Lapas Narkotika kelas Il A Bandar Lampung per

Desember 2016 dengan status (NKB) 778 Orang, dan (NKP) 19 Orang.®

Tabel 1. Jumlah Tahanan Pidana Khusus Narkotika Kanwil Lampung

Tahanan Tahanan
No Bulan Tahun Narkoba Narkoba Total
Bandar (NKB) | Pemakai (NKP)

Januari s.d 1.307
1 Desember 2015 | 498 Orang 809 Orang Orang

Januari s.d 2.158
2 Desember 2016 | 1.311 Orang 847 Orang Orang

Januari s.d 3.202
3 September 2017 1870 Orang 1.332 Orang Orang

Contoh kasus peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari dalam Lapas pun
terjadi di wilayah Bandar Lampung, dikutip dari media online kupastuntas.com
yang memuat berita pada tanggal 06 Desember 2016. Kapolresta Bandar
Lampung, Murbani Budi Pitono mengatakan, pengedar sabu-sabu tersangka
Yiorhys dan Latif, mendapatkan narkoba tersebut dari seorang bandar berinisial
RK alias Cikwo narapidana Lapas Way Hui. Keduanya merupakan pengedar
narkotika jaringan narapidana Lapas Way Hui berinisial RK alias Cikwo. Kedua
tersangka, di duga sudah sejak lama bisnis jual beli narkotika, kedua tersangka
mengenal Narapidana Cikwo, saat keduanya masih berada di dalam penjara

karena kasus peredaran narkotika tahun 2013 lalu.

Modusnya, narapidana berinisial RK, menghubungi tersangka Yiorhys dan Latif
melalui telepon seluler. Lalu narapidana tersebut mengirimkan sabu-sabu kepada

kedua tersangka melalui seorang kurir berinisial AR. “yang rencananya akan

® Ditjenpas. [http://smslap.ditjenpas.qgo.id/public/krl/detail/monthly/upt/db6 74730-6bd1-1bd1-feb7-
313134333039|diakses pada tanggal 03-Desember-2017. Pukul 20.00 WIB.



http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db674730-6bd1-1bd1-feb7-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db674730-6bd1-1bd1-feb7-313134333039

dijual kedua tersangka sebesar Rp7.000.000,(Tujuh Juta Rupiah), keduanya
mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) Lalu uang
dari hasil penjualan, dikirimkan keduanya ke narapidana Cikwo tersebut melalui

transfer rekening bank.’

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan sebesar 50 persen dari seluruh praktik
peredaran narkotika yang ada di Indonesia dikendalikan dari dalam Lapas. Budi
Waseso menjelaskan, dalam beberapa kasus terdapat beberapa petugas Lapas
yang ikut bermain dalam peredaran narkotika. Petugas tersebut, justru menjaga
CCTV untuk mengawasi petugas lain yang tidak ikut bermain. Artinya dalam hal
ini bukan petugas yang mengawasi pelaku, tetapi pelaku yang mengawasi petugas.
Untuk itu dibutuhkan komitmen dan tekad yang kuat untuk memutus rantai

peredaran narkotika yang dilakukan dari dalam Lapas.

Petugas-petugas yang ditempatkan di Lapas hendaknya harus saling terbuka dan
sama-sama memiliki komitmen yang sama, yakni memberantas peredaran
narkotika. Dalam acara memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
2017 Budi Waseso menyatakan komitmennya untuk menjauhkan narkotika dari
anak-anak dan generasi muda dengan melakukan pencegahan dan perlindungan
secara global, regional, maupun nasional. Dalam rangka menjauhi anak-anak dan
remaja dari penyalahgunaan narkotika, terdapat 2 misi yang sudah dilakukan oleh
BNN. Misi yang pertama yaitu menjalankan Strategy Demand Production, yaitu

dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar

°Kupastuntas.com[https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-12/residivis-pengedar-
[narkoba-yang-ditembak-ternyata-jaringan-Lapas-way-hui/|diakses pada tanggal 16-03-2017 Pukul
21.00 WIB.
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tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika. Dan misi yang kedua yaitu
menjalankan Supply Reduction, yakni dengan menegakkan hukum yang tegas dan

terukur, agar para sindikat narkotika jera. *°

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan
bahwa Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak
didik pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana hilang kemeredekaan di Lapas, sementara yang
dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia,
peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu
untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala
usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,
penyusunan, pembangunan atau pengembangan,pengarahan, penggunaan serta

pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari
sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi
narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa
hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan

penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang

10 CNN Indonesia. [htt s://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-|

[persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara/|] ~ diakses pada tanggal 11-10-2017 Pukul
20.00 WIB.
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lahirnya istilah Lapas dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk
menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan
pertama kali oleh Rahardjo, yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para
pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan
untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga
binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya
sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan
suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga
binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
Kegiatan di dalam Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga
narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari
kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah

dilakukan.

Dengan demikian jika warga binaan di Lapas kelak bebas dari hukuman, mereka
dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup
secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan
tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan

yang ada di dalam Lapas.
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Akhir-akhir ini masyarakat digemparkan dengan berita kaburnya penghuni Lapas
Tanjung Gusta, Medan atau terungkapnya seorang narapidana terpidana mati yang
bisa menjalankan bisnis narkobanya dari balik jeruji besi. Selain itu, ia juga bisa
mendapatkan apa saja yang ia butuhkan dengan menyuap atau menyogok orang-
orang di Lapas. Tentunya tidak semua pegawai di Lapas berlaku demikian.
Perbuatan oknum-oknum Lapas ini sangat merusak citra Lapas yang sejatinya
menjadi tempat pembentukan dan transformasi karakter seorang narapidana
menjadi lebih baik. Fakta ini menunjukkan bahwa Lapas belum bisa menjalankan
fungsinya seara optimal. Hal ini tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang ada
di Lapas seperti Over kapasitas dan fasilitas Lapas, pungutan liar, mental pegawai
(oknum) Lapas yang masih bisa disogok, dan masih banyak lagi permasalahan-

permasalahan di Lapas.

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) mempunya peran
yang sangat penting dalam upaya pemberantasan narkotika selain dari institusi
kepolisian. BNN adalah sebuah lembaga non struktural Indonesia yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
Repulbik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Repulbik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang
kemudian diganti dengan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang
Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
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BNN memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang
bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak
mengkonsumsi narkotika, serta membangktikan peran aktif serta kepedulian
masyarakat untuk memerangi. Oleh karena itu di Provinsi Lampung dibentuk
sebuah Badan Narkotika Provinsi berdasarkan peraturan daerah Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain

sebagian bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung. **

Badan Narkotka Nasional Provinsi (BNNP) Lampung adalah instansi vertikal
BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah
provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol. Dalam hal ini BNNP mewakili kepala BNN dalam melaksanakan
hubungan kerja sama PAGN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan
peredaran gelap narkoba) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen
masyarakat dalam wilayah Provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN.

Dewasa ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat, dan
perkembangan itu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan
ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun

1 satria Prayoga, Upi Hamidah [http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/viewFile/244/206]
diakses pada tanggal 19-03-2017 pukul 21.00 WIB.
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dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika

belum dapat diredakan. *2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Badan
Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua
kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus
operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi®>. Tidak
hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan narapidana pun
ditingkatkan. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada
seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait
langsung, yakni Narapidana serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain,
hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh
lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya
terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka peran BNN bersama
masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap

tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Tidak sedikit kasus bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi
berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung
untuk memperluas daerah operasinya. Lapas sebagai tempat atau wadah dalam
melakukan pembinaan narapidana seakan masih dapat ditembus oleh para bandar

pengedar narkotika tersebut, adanya pengekangan kemerdekaan serta pengawasan

2.0.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana
Melalui Perundangan dan Peradilan,(Bandung : Alumni,2002) him 260.

3 Nurmalawati. Skripsi : Peranan (BNN) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. USU.2012.
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yang ketat pun seakan tidak dapat membatasi para bandar dan pengedar tersebut
untuk terus dapat menjual dan memasarkan barang haram tersebut dari balik jeruji

besi.

Masalah seperti ini harus segera dibenahi demi menyelamatkan masyarakat. BNN
sebagai lembaga yang aktif dan penting dalam pengendalian narkotika diharapkan
dapat mampu membantu dan mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan latar
belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan
judul “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam
Penanggulangan Peredaran Narkotika dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan

(Studi di Lapas Narkotika Kelas Il A Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Mengapa peredaran narkotika dapat dilakukan oleh pelaku dari dalam
Lembaga Pemasyarakatan?

b. Bagaimana upaya BNNP Lampung dalam penanggulangan peredaran
narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan?

c. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran

narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan?
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2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan tesis ini dibatasi pada Upaya
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Peredaran
Narkotika Dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Il A Bandar Lampung.
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum
Bandar Lampung. Data penelitian mencakup sepanjang tahun 2015 sampai tahun

2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku
dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Untuk menganalisi upaya BNNP Lampung dalam penanggulangan peredaran
narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran

narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan
ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna
dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap

masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi penegak
hukum maupun bagi masyarakat luas mengenai Peran BNN dalam
Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas Il A Bandar Lampung.



17

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir
Alur pikir penelitian mengenai Upaya BNN dalam Penanggulangan Peredaran
Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Il A Bandar

Lampung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Peredaran narkotika yang terjadi dari
dalam Lembaga Pemasyarakatan

\4

1. Peredaran narkotika dari 2. Upaya 3. Faktor Penghambat
dalam Lapas Penanggulangan Penanggulangan
Peredaran narkotika peredaran narkotika
A 4
Pembahasan
1. T eori Kebijakan 2. teori Faktor
Kriminal Penghambat
e <

Simpulan
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2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relavan untuk pelaksanaan penelitian hukum.* Pada setiap penelitian selalu
disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan
timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa
anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang
logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam
penelitian atau penulisan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis

yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (Criminal
Policy). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi
kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan
sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.’®
Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan
menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana”
(Penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan
hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya

tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social-welfare” dan “social defense”®

“Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. him 72

1> Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, him. 75.

16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, him. 73.
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Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada
sifat “Repressive” (Penindasan/Pemberantasan/Penumpasan) sesudah kejahatan
terjadi,sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”
(Pencegahan/Penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai
perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat

sebagai tindakan preventif dalam arti luas.'’

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang
dikemukakan oleh Sudarto yang dikutif oleh Barda Nawawi Arief mengatakan,
bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (criminal policy)
yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan
atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga
mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:
1. dalam arti sempit,ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan
badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norm-norma sentral

dari masyarakat.

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social

yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy)

7 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him. 188.
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maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada
tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal)

”social welfare” dan “’social defence”.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan
dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
Ada keterpaduan antara kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sarana Penal dan Non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan
sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan

sekaligus mencapai perlindungan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal dan non penal juga
memerlukan perhatian serius dan keterpaduan, sebagaimana diketahui tidak
semua persoalan hukum (kejahatan) dapat diselesaikan melalui hukum (pidana).
Pada kasus-kasus tertentu kebijakan non penal melalui mediasi, mengefektifkan
pidana denda dan memanfaatkan kearifan lokal dirasakan lebih adil dan hasilnya
lebih efektif. pendekatan integral/keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh
berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan
kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal, yang
mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural,
aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM, yang didasari etika dan moralitas

bangsa.'®

8 Sunarto, Keterpaduan Dalam Penegakan Hukum. Bandar Lampung. CV: Anugerah Utama
Rahardja. Edisi Revisi. 2016. him 33.
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b. Teori Faktor Penghambat
Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan
negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor penegakan hukum

adalah sebagai berikut :*°

1.  Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Dalam menyelenggaraakan penegakan hukum yang dimaksud adalah undang-
undang dibuat tidak boleh terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan, Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang
bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah
ditemukan secara normatif. undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan
yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam
konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi masyarakat setempat. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut
terdapat asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai
dampak yang positif. artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya

sehingga efektif.

2. Faktor penegak hukum

Dalam rangka penegakan hukum aparat penegak hukum harus menjalankan
tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut

dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi

9 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2014, him 8.
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panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota

masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,
dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu

keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat,

Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pelaksanaan penegakan
hukum. Sebab Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat, secara garis besar prihal pendapat-
pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan
hukumnya, hukum dibuat untuk ketertiban masyarakat, semakin luas pengetahuan

masyarakat maka semakin tinggi kesadaran hukumnya, dan sebaliknya.

5. [Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap

buruk sehingga dihindari.
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3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam pelaksanaan penelitian.?® Berdasarkan definisi tersebut, maka

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya
merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal

supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud,

tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.?

BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di
bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai pasal 64
ayat 2 Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sedangkan BNNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)
merupakan instansi vertikal.

Penanggulangan/menanggulangi ialah suatu upaya yang dilaksanakan untuk
mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas
preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang
yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di Lapas, dengan kata
lain upaya penanggulanagan dapat dilakukan secara refresif (penal) dan

preventif (non penal.)

23perjono Soekanto. Op.cit. him 72
! poerwadarminta (1991 : 574)
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d.  Peredaran narkotika dari dalam lembaga permasyarakatan adalah adalah
serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika (obat yang
dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan dapat menimbulkan
ketergantungan), baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan
maupun pemindahtanganan secara tanpa hak atau melawan hukum, yang
dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dikendalikan oleh
narapidana (terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan)

pelaku/Bandar narkotika.
E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan
melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip,
dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris
dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta
yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku

hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.?

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Rajawali Press. Jakarta. 2006. him 15.
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2. Sumber dan Jenis Data
Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian
ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (field research) dan
penelitian pustaka (library research). Jenis data pada penulisan ini menggunakan
jenis data sekunder dan data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.”®
Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan
dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan
mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-
pandangan, doktrin dan asas-asas hukum vyang berkaitan dengan pokok
penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit. him 12.
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Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Skripsi, tesis, jurnal, kamus hukum, makalah dan sumber dari situs internet.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai

masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang

menjadi narasumber adalah:

a. Penyidik BNN Provinsi Lampung
b. KPLP Lapas Narkotika Kelas 1A Bandar Lampung
c. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jumlah

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

-1 orang
: 1 orang

:1orang +

- 3 orang

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu

implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam
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memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan

proses pengumpulan data:

1) Studi Pustaka (library research)
Studi pustaka (library research) adalah pengumpulan data dengan melakukan
serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan
kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam

penelitian.

2) Studi Lapangan (field research)
Studi lapangan (field research) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data
dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan
menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Studi
lapangan (field research) didapat dari observasi yaitu teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek

penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.

2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-
kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
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3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada
setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil
penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data
primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan
mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian
kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan
dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan
fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus

yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan
dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian

dan sistematika penulisan.
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Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu

pembahasan tentang teori-teori mengenai pertimbangan hakim, teori

pembuktian, alat bukti, tinjauan umum keterangan terdakwa.

I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam

penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan

menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan

penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Pengertian dan Sejarah Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah |Lembaga Pemerintah Non

Kementerian| (LPNK) |Indonesia

pemerintahan di

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap|psikotropikal|prekursor| dan|bahan adiktif{lainnya yang kemudian

disingkat (PAGN). kecuali bahan adiktif untuk |[tembakau| dan |alkohol| BNN

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada|Presiden

melalui koordinasi{Kepala]Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Sebelumnya, BNN

merupakan

lembaga nonstruktural

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor

83 Tahun 2007.

2https:/fid.wikipedia.org/wiki/Badan Narkotika Nasional]

diakses pada tgl 06-09-2017. Pkl 19.00 Wib.
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Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia
dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik
Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi
Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan
nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan
penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan

kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun
1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.
Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-
wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri,
Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung
jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional
dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan

berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan
permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan
berkeyakinan bahwa permasalahan narkotika di Indonesia tidak akan berkembang
karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis.
Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah
terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba
meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun

1997.
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Pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya,
berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara
konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi
permasalahan narkotika yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut,
Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi
Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun

1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang
beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002
BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN
diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi
ancaman bahaya narkotika yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional,
BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah
lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan

ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:
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1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan
narkoba.
Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan
alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya
bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan
yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan
fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan
mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin
serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK),
yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN
terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra
kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing
bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang
masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-

vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan
makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun
2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh
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karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU
Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN
diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika.

Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar
atau pengedar narkotika, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus
penjualan narkotika sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism)
dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkotika untuk biaya politik

(Narco for Politic).®

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BNN

a. Kedudukan
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh
Kepala.

b. Tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika;

2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika;

#[http://digilib.mercubuana.ac.id] diakses pada tgl 06-09-2017. Pkl 19.00 Wib.
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berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika;

meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat;

memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika narkotika;

melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika;

mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
dan

10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

C.

Fungsi :

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan
PAGN.

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, Kriteria dan
prosedur PAGN.

Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang
PAGN.
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Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis PAGN di bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi,
hukum dan kerjasama.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang PAGN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan
nasional di bidang PAGN.*®

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan
BNN.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta
masyarakat.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang
narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam
masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali
bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau
metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-
undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang PAGN.

Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang
PAGN.

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di
lingkungan BNN.

Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait
dan komponen masyarakat di bidang PAGN.

Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik
profesi penyidik BNN.

[http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi| diakses pada tanggal 08-09-20117

pukul 20.00 Wib.
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20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan
pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang PAGN.

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor
serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di

bidang PAGN.

B. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung

1. Sejarah BNNP Lampung

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk
berdasarkan Perda No 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Lampung, dengan nama Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan
HIV/AIDS Provinsi Lampung. Kemudian, menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki
kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan
tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat
nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab
kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP
dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN
diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

berganti nama menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
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Berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan.
Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Kepala Sekretariat
Badan” menjadi ““ Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung”;
(2) berubahnya nama “Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian” menjadi “Kepala
Bidang dan Kepala Sub Bidang”; (3) dihapuskannya “Kassubag Penanganan
Informasi dan Peloporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program”
kemudian diganti dengan “Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag
Keuangan dan Kasubbag Perencanaan”; (4) dihapuskannya “Bagian Data dan

Informasi” kemudian diganti dengan “Bidang Penanggulangan HIV/AIDS”.

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan
makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun
2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh
karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU
Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN
diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga
Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan
kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota

dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Sebagai wujud tindak lanjut dari terbitnya UU
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No 35 tentang Narkotika tersebut maka Badan Narkotika Provinsi Lampung yang
awalnya adalah salah satu SKPD di Provinsi Lampung beralih status menjadi
instansi vertikal berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi

Lampung dengan Badan Narkotika Nasional.

Nomor : G/554/1V.02/HK/2011 dan B/46/11/2011/BNN pada tanggal 7 September
2011 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan
Kapasitas Badan Narkotika Nasional Di Provinsi Lampung, dan menjadi instansi
vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah

Provinsi Lampung.?’

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

a. Kedudukan
BNN Provinsi adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang Badan Narkotika BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh Kepala. Saat ini BNNP Lampung
berkedudukan di 04 LK. 2 Wayhalim Permai Bandar Lampung 35153, Telepon :
(0721) 269285, 269197, Faksmili : (0721) 257274, SMS Center : 081369350035

Website : www.lampung.bnn.go.id

b. Tugas
Sesuai dengan Perka Nomor 03 Tahun 2015, BNNP mempunyai tugas
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah :

2Twww.lampung.bnn.go.id]
Diakses pada tanggal 08-09-2017 pukul 20.00 Wib
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Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika.

Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika.

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat.

Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika.

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap
narkotika.

Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi:

1.

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang
selanjutnya disebut PAGN dalam wilayah provinsi;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi;
pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi PAGN kepada BNNK/Kota
dalam wilayah provinsi;

pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi;
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama PAGN dengan instansi pemerintah
terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi;

pelayanan administrasi BNNP; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.



41

d. Kewenangan
Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun
kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam
melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat narkotika, BNN berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Program BNNP

Lampung

a. Visi
Memperhatikan visi BNN Repubik Indonesia yang tertuang di dalam Rencana
Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019 adalah: “Mewujudkan
masyarakat Lampung yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkobha”.

b. Misi
Misi dari BNNP Lampung adalah : “Menyatukan dan menggerakkan segenap
potensi masyarakat Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan

pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.

c. Tujuan
Untuk mendukung Visi dan Misi dari BNN Provinsi Lampung dalam upaya P4GN,
maka menetapkan tujuan sebagai berikut :“Peningkatan penanganan pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.
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d. Sasaran Strategis
Sedangkan Sasaran strategis BNN Provinsi Lampung berdasarkan tujuan dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba adalah : “Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi

Lampung”.

e. Kebijakan dan Program Prioritas PAGN Di Provinsi Lampung
Dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan
targetnya. BNNP Lampung memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) dan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(program teknis)

Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Lainnya adalah
program untuk mendukung P4GN di Provinsi Lampung, yaitu kegiatan rutin dan
layanan operasional perkantoran. Program teknis BNNP yaitu Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi
Lampung. Pelaksanaan program ini ditentukan dengan target kinerja, sehingga
pelaksanaan PAGN dapat dilakukan secara terukur dan dapat dinilai serta dilakukan

secara efisien.
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C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) adalah tempat untuk
melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal
1 ayat 3 UU Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat
tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis
di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lapas bisa narapidana
(Narapidana) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya
masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan
dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang
menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas disebut dengan petugas

pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.?®

Lapas merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para
terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya.
Lapas berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau
tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh atau
dikeluarkan oleh Lapas dalam pidana. Masuknya terpidana ke dalam Lapas
merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik psikis maupun mental,
dengan cara memberikan kepada mereka pendidikan sekolah, moral, agama, serta
keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam
menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat. Dalam

kenyataan sekarang karena terbatasnya sarana untuk tempat penahanan bagi

*[http://digilib.unila.ac.id]
Diakses pada tanggal 10-09-2017 pukul 10.00 wib
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tersangka/terdakwa, yang seharusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)

maka dalam praktek, Lapas berfungsi juga sebagai rumah tahanan negara.?®

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak
Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam
pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.
Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu
tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan
Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan

dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan.

Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan
terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang
bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup,
kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated

criminal justice system).

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara
pembinaan, dan petugas pemayarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Lapas selain sebagai tempat
pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap
para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana

yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang

% Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. .Lembaga Penelitian
Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012. him 122.
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berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik

pemasyarakatan.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui
beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran
Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai
proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu
kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu Pemasyaraktan merupakan proses
yang berlaku berkesenambungan, maka proses dimaksud mewujudkan melalui

tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pertama
Terhadap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui
gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran
dan segala keterangan mengenai dirinya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan
tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan
keperibadian dan kemendirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan
berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan
tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (maksimum

security).
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2. Tahap kedua
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 1/3
dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah
mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan perbaikan, disiplin dan patuh
pada peraturan tatatertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang
bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga

pemasyaraktan melalui pengawasan (medium security).

3. Tahap ketiga
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa
pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah
mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga
segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan
asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu, yang pertama waktunya
dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan % (setengah) dari masa
pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan
pengawasannya sudah memasuki tahap (medium security). Tahap kedua dimulai
sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa
pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi
dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas

dengan pengawasan minimum security.
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4. Tahap keempat
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau
sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu
kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak
berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana
dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap
narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau
pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai
Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan Kklien

Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan
terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional
kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. kemudian disebut
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat

acuan program yang harus diikuti.*®

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum
pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai
pemindanaan. Pelaksanaan sistem Pemasayarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu
terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia

mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan

% Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Cetakan |
Tahun 1990, him 10.
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menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan
penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa
Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.
(Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan). Seluruh rangkaian kegiatan
tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari

bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar
hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan
hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan
masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan
melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan
sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan
sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan
diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang
dimanefestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh karena itu
tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan
dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat hidup,
kehidupan dan penghidupan. Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya
kehidupan negatif anatara pidana dan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan
perubahan menuju kehidupan positif. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta
kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga
dapar menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa

pembinaan.
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Sahardjo dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam pidato nya
yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pantjasila-Manipol Usdek.®
selain mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, yang digambarkan
dalam dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga
dikemukakan pandangannya terhadap arti pohon itu, sebagai penyuluh bagi para
petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga lalu tujuan dari pidana
penjara oleh beliau dirumuskan sebagai berikut :

“disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya
kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik
supaya ia menjadi seseorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang
berguna”

Dengan singkat, menurut pandangan beliau tujuan dari pidana penjara adalah
pemasyarakatan. Pokok-pokok pikiran Sahardjo termaksud, lalu dijadikan prinsip-
prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata
sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan
narapidana, yang secara sekaligus merupakan suatu methodologi di bidang

“Threatment of Offenders”*?

3. Kedudukan dan Peran Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Cetak biru Pelaksaan Pembaharaun Pemasyarakatan telah menjelaskan perlunya
ketegasan peran Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, agar
unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan mampu bekerja optimal. Terkait

dengan lingkup teknis pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana saat ini

$1 R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistim Pemsyarakatan di Indonesia,
cetakan pertama, Bandung, Percetakan Binacipta Ekonomi, 1979, him. 12.

¥ Komariah Emong. Masalah peraturan Kertas Kerja Pada Lokakarya Evaluasi Sistim
Pemasyarakatan di Jakarta tahun 1975.
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sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai instansi yang hanya
memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas tetapi
juga sudah berperan untuk melakukan perawatan terhadap tahanan yang masih
menjalani proses persidangan. Pada perkara anak, Balai Pemasyarakatan telah
dilibatkan sejak awal penyidikan dimulai hingga pasca putusan pengadilan,
sedangkan peran Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Sitaan Negara

(Rupbasan) juga sudah dimulai pada awal peristiwa pidana.

Secara konseptual, Sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sejalan dengan pandangan
Bahroedin Soerjobroto.®* Yang belum memposisikan pemasyarakatan untuk
terlibat disetiap tahapan peradilan. Keduanya menjelaskan kedudukan
pemasyarakatannya pada ranah pelaksanaan putusan hakim. Artinya sistem
pemasyarakatan, menurut UU pemasyarakatan dan Bahroedin, berada diakhir dari

sub peradilan pidana terpadu.

Meskipun secara empiris peran pemasyarakatan mulai diperluas namun peran dan
kedudukannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana belum diatur secara komprehensif. KUHAP sebagai hukum
pidana formal dalam konteks keberlakuan sekarang ditafsirkan oleh R. Soesilo
sebagai ketentuan yang tidak hanya mengatur tentang oleh siapa dan bagaimana
putusan pidana itu dilaksanakan®*. Sehingga perlu dipertegas kedudukan

pemasyarakatan daam KUHAP ini.

¥ Bahroedin Soerjobroto, Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, Konferensi Kerja Direktorat
Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung 27 mei 1964.

¥ Moh. Hatta, menyongsong Penegakan Hukum Responsif, Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(dalam konsepsi dan implementasi), Kapita Selekta, cet 1. Jakarta :Galangpress. 2008. him. 14



o1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah memberikan rambu-rambu tentang
bagaimana seseorang yang dirampas kemrdekaannya diperlakukan pada sebuah
sistem pemasyarakatan. Pada prinsipnya setiap orang Yyang dirampas
kebebasannya diharuskan mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan
penghormatan atas martabatnya sebagai manusia. ICCPR juga mengharuskan
adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang masih berstatus tahanan dengan

yang berstatus narapidana berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, persoalan yang berkembang pada saat sekarang ini adalah baik
KUHAP maupun rancangan revisinya masih menempatkan ranah pemasyarakatan
pada bagian akhir sistem peradilan pidana terpadu. Padahal secara empiris dan
pendapat beberapa pakar di atas, serta ketentuan di dalam konvenan internasioanl
hak-hak sipil telah memposisikan pemasyarakatan sebagai bagian yang
memberikan perlindungan serta melakukan rehabiliasi bagi setiap orang yang
sedang menjalani proses pidana. Dengan kata lain, kedudukan pemasyarakatan
dalam KUHAP saat ini secara sempit dipahami sebagai pelaksana putusan Hakim.
Padahal, peran pemasyarakatan seharusnya sudah terlibat sejak sistem peradilan
pidana terpadu mulai bekerja guna memberikan perlindungan terhadap setiap

orang yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan kajian sosiologis.

Sistem peradilan pidana tepadu saat ini harus dipahami sebagai sebuah usaha
untuk mengejawantahkan pandangan utilitarian, yang melihat pelaksaan

pemidanaan dari aspekk manfaat dan kegunaan untuk mencegah terjadinya

¥ Undang-Undang RI No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Convenant On Civil
adn Politics Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) tahun 2005.
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kembali tindak pidana di masyarakat®™. Bukan sekedar pembalasan dendam atau
memberikan efek jera®’. Penyidik, jaksa penuntut umum, srta hakim berdasarkan
fungsinya jelas bekerja untuk mengungkap peristiwa pidana sesuai dengan standar
hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan sistem pemasyarakatan tidak
melihat pada aspek-aspek di atas. Tetapi lebih pada kepentingan memberikan
perindungan pada aspek sosiologis, dan psikologis kepada pelaku untuk

melindungi masyarakat dari pengulangan kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Davies yang menjelaskan bahwa tujuan sistem
peradilan pidana adalah untuk :

1. Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi,
dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan
mampu melakukan kejahatan

2. Menegakkan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan
pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana.

3. Menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelanggar kejahatan dan

membantu korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana terdiri dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
dan Lapas yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi

dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.®

% Zainal Abidin. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. Position Paper
Advokasi RUU KUHP, Jakrta : Elsam. 2005 him 10.

" Ibid.,him 11.

% M. Ali Aranoval Dkk, Kajian Akademik : Tentang Balai Pemasyarakatan Sebagai Bahan Usulan
dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Center For Detention Studies. 2011.
him. 11.
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D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois
yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa
Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. *°
Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang

dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa

mengantuk dan merangsang.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan”

Beberapa pengertian narkotika menurut para pakar :

menurut Djoko Prakoso :

“Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat
merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika*®”

% Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan
Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Bandung ; Mandar Maju. 2003 him. 35.

“ Djoko Prakoso, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. (Jakarta :
Bina Aksara), 1987, him 490.
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Sedangkan menurut Soedjono Dirjosisworo. :
“Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang
menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh.Pengaruh
tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan
semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat
tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis memiliki tujuan
dan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang

pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”**

Moh Taufik Makarao, Suhajril, dan Moh. Zakky :
Menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan narkotika Adalah
sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang
yang menggunkannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.*?
Bisa berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. sifat-sifat tersebut yang
diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi
pengobatan dan kepentingan manusia di  bidang pembedahan,

menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.*
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi
maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain
didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan
kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai
lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika.

! Siswanto Sunarso, Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2011.

*2 Moh. Taufik Makarao, Suhajril dan Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia,
jakarta, 2003, him16.

*® Soedjono Dirdjosisworo, hukum narkotika indonesia, citra aditya bakti, Bandung, 1990, him 3
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2. Perkembangan Hukum Narkotika

Perkembangan hukum narkotika di Indonesia secara historis, diawali dengan
perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam Verdovende Middelen
Ordonannantie (Staatblad Nomor 278. Jo Nomor 536). Dalam kehidupan
masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan
perundang-undangan ini  materi hukumnya hanya mengatur mengenai
perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan

kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Disamping itu, karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi
Tunggal Narkotika 1961, pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika tersebut beserta protokol yang mengubahnya. Secara
prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi internasional
terhadap pengawasan internasional atas narkotika, menyempurnakan cara-cara
pengawasandan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan
ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan

narkotika tersebut.

Aturan perundang-undangan berdasarkan Verdovende Middelen Ordonannantie
(Staatblad Nomor 278. Jo Nomor 536), dianggap tidak dapat mengikuti
perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya
kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu,
berdasarkan resolusi The United Nations Economic dan Social Council, tanggal
24 maret 1970 telah diselenggarakan konvensi PBB tentang adopsi protokol

psikotropika.
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Berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan
Psikotropika 1998 merupakan penegasan dan penyempurnaan prinsip-prinsip dan
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961,
serta Konvensi Psikotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap
narkotika dan psikotropika. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan
united Nations Convention Against lllicit Traffic in Narcotic Drugs dan
Psycotropic Substances 1988 ke Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997,
Lembaran Negara RI, 1977 Nomor 17. Konvensi ini lebih dikenal dengan istilah

Konvensi Wina, 1988.

Berdasarkan Konvensi Wina 1988, pemberantasan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika maka dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi
internasional di suatu negara. Pemerintah telah menerbitkan dua undang-undang,
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tujuan undang-undang tersebut narkotika dan psikotropika tersebut adalah
menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika,
serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Perkembangan
pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan
psikotropika tersebut di atas, merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan
dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan
narkotika dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkotika dan psikotropika telah

menjadi masalah dunia.
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3. Golongan Narkotika

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan
dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Narkotika.

1. Narkotika Golongan (1)
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk golongan narkotika
golongan 1 ada 26 macam. Yang popular dsalahgunakan adalah tanaman Genus
Canabis dan Kokaina. Canabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja.
Sedangkan untuk kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka
dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan 1 di atas
dilarang untuk di produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan

tertentu.hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang tentang Narkotika.

2. Narkotika golongan (2)
Pasal 6 ayat 1 huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat
dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Jenis narkotika golongan Il yang paling popular adalah jenis heroin yang
merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga

opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan untuk
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mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar

lebih rendah dikenal dengan sebutan putau.

3. Narkotika golongan (3)
Narkotika golongan I1l sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 huruf ¢
Undang-Undang tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan.
Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan Il yaitu untuk
pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang
bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu
ketentuan yang sama dengan narkotika golongan Il yang sangat popular adalah
kodein, yang ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah

morfin.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk
dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya
fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkotika, menuntut perlunya tindakan
nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap tersebut. dengan
demikian yang menjadi pokok persoalan ialah penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional

berkaitan dengan masalah narkotika. **

* Siswanto S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika. PT Rineka Putra : Jakarta. 2012.
him.8.



IV. PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini
adalah :

1. Peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lapas antara
lain dikarenakan lemahnya pengawasan petugas (Sipir), masuknya alat
komunikasi, buruknya kualitas sumber daya manusia petugas Lapas,
kekuatan finansial para bandar narkotika yang besar, kurangnya petugas
penjaga (Sipir), over kapasitas. adanya pengguna atau penyalahguna
narkotika yang di kenakan sanksi pidana, pembinaan yang kurang berjalan
dengan baik.

2. Upaya BNNP Lampung dalam penanggulangan peredaran narkotika yang
dilakukan oleh pelaku dari dalam Lapas dilakukan dengan upaya penal dan
non penal. Upaya non penal atau preventif yang kerap kali dilakukan ialah
dengan melakukan penyuluhan secara rutin di Lapas, memperketat
kunjungan, pembinaan terhadap narapidana, meningkatkan sarana dan
prasarana serta mutu SDM petugas Lapas. Sedangkan upaya penal yaitu
dengan cara penangkapan dan penindakan, tidak diberikan hak remisinya,
dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kembali. Perspektif

penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas menurut penulis
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dapat ditempuh dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antara Lapas,
warga binaan, dan dengan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua
yaitu dengan memutus mata rantai. Sehingga supply & demand narkotika
akan berkurang. Ketiga ialah dengan melakukan sidak guna memberantas
dan menanggulangi peredaran narkotika dari dalam Lapas.

. Faktor penghambat dominan ialah diantaranya faktor penegak hukum,
faktor ini memegang peranan penting dalam keberhasilan penegakan
hukum. jika suatu sistem sudah berjalan baik dan benar, namun tidak
diimbangi oleh sumber daya manusia yang baik dalam hal ini adalah
petugas Lapas, maka tujuan sistem penegakan hukum tersebut dirasa tidak
akan tercapai. Faktor penghambat penegakan hukum yang kedua yaitu
sarana dan prasarana. sarana atau fasilitas merupakan kebutuhan sekunder
atau kedua yang perlu dilengkapi dan diperbaiki setelah faktor penegak
hukumnya sendiri. Faktor sarana mempunyai peran yang penting dan
mendukung dalam keberhasilan suatu usaha penegakan hukum dari

peredaran narkotika dari dalam Lapas.
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4. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Lapas dapat segera mencari terobosan dan cara-cara baru yang
lebih efisien dan efektif dalam usaha penanggulangan peredaran narkotika dari
dalam Lapas, mengingat saat ini peredara narkotika yang dikendalikan dari
dalam Lapas sudah sangat meresahkan dan menjadi masalah di hampir seluruh
Lapas di Indonesia. hal tersebut perlu dilakukan guna tercapainya tujuan
pembinaan yang efisien, bermanfaat, dan berdaya guna bagi narapidana kelak

ketika bebas.

2. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Lapas dan aparat penegak
hukum lainnya, seperti kepolisian dan BNN, dalam hal pengawasan dan
kontrol terhadap narapidana secara rutin dan berkala guna menghindari dan
mencegah terjadinya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas

yang dilakukan oleh narapidana.

3. Pemerintah diharapkan memperhatikan kesejahteraan para petugas Lapas.
guna meningkatkan SDM Lapas yang bersih, jujur, bermoral, tidak korup,
berintegritas, dan dapat dipercaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan

keadilan.
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